REPUBLIK INDONESIA

No.1255, 2018

KEMENKEU. Impor Barang Kiriman. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

NOMOR 112/PMK.04/2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang
Kiriman;

bahwa  untuk melindungi kepentingan nasional
sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang
melalui mekanisme impor barang kiriman dan
mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta
untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa
untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif
dan/atau nilai pabean, perlu melakukan penyempurnaan
terhadap ketentuan mengenai impor barang kiriman
sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 10B ayat (5), Pasal 13
ayat (2), Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 92A ayat (1) Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Mengingat

Menetapkan

Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan,
perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang

Kiriman;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016
tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG
KIRIMAN.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang
Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

1819), diubah sebagai berikut:

1. Di antara ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 disisipkan
1 (satu) ayat, yakni ayat (5a) sehingga Pasal 11 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Penyelenggara Pos melakukan perincian lebih lanjut
atas pos yang terdapat dalam Pemberitahuan
Pabean BC 1.1 Barang Kiriman, dalam hal
Pemberitahuan Pabean BC 1.1 belum memuat
rincian Barang Kiriman untuk setiap Consignment
Note atau setiap item Barang Kiriman.

(2) Perincian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan mengajukan perbaikan terhadap
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(3)

(4)

()
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Pemberitahuan Pabean BC 1.1 untuk setiap
Consignment Note atau setiap item Barang Kiriman.
Pengajuan perbaikan terhadap Pemberitahuan
Pabean BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), dilakukan oleh Penyelenggara Pos dengan
mengajukan permohonan perbaikan Pemberitahuan
Pabean BC 1.1 tanpa persetujuan Kepala Kantor
Pabean.

Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos yang

terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh

PJT, perbaikan terhadap Pemberitahuan Pabean BC

1.1 dilakukan dengan menyerahkan data sub pos

yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1

dengan elemen data sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang mengatur ketentuan
mengenai manifes.

Dalam hal perincian lebih lanjut atas pos yang

terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh

Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk, perbaikan

terhadap Pemberitahuan Pabean BC 1.1 dilakukan

dengan menyerahkan manifes pos yang paling
sedikit harus memuat elemen data:

a. nomor pelayaran/penerbangan;

b. pelabuhan tujuan/bongkar;

c. jumlah Bill of Lading/Air Way Bill, atau diisi
dengan jumlah shipment (Barang Kiriman) jika
tidak ada jumlah Bill of Lading/Air Way Bill,

d. nomor sub pos, yang diisi nomor urut;

e. nomor dan tanggal Bill of Lading/Air Way Bill,
atau diisi dengan nomor identitas Barang
Kiriman jika tidak ada nomor dan tanggal Bill
of Lading/ Air Way Bill;

f.  nomor dan merek kemasan/peti kemas, atau
diisi dengan nomor dan merek kantong jika

ada;
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(5a)

(6)

(7)

(8)

g. nomor segel kemasan/peti kemas, atau diisi
dengan nomor segel kantong jika ada;

h. jumlah dan jenis kemasan/peti kemas, atau
diisi dengan jumlah dan jenis kantong jika
tidak ada jumlah dan jenis kemasan/peti
kemas;

i.  berat kotor (brutto), yang diisi dengan berat
brutto untuk setiap Barang Kiriman; dan

j- tanda tangan dan nama jelas Pengangkut, atau
diisi dengan tanda tangan dan nama jelas
Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk jika tidak ada
tanda tangan dan nama jelas Pengangkut.

Penyerahan kelengkapan elemen data pada

perincian pos untuk Penyelenggara Pos Yang

Ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (9),

dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan

kesiapan pelaksanaan pertukaran data antar

Penyelenggara  Pos  Yang  Ditunjuk  secara

internasional.

Ketentuan mengenai perincian lebih lanjut atas pos

yang terdapat dalam Pemberitahuan Pabean BC 1.1

oleh Penyelenggara Pos Yang Ditunjuk sebagaimana

dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk Barang

Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen, dan

Barang Kiriman Tertentu.

Barang Kiriman berupa Kartu Pos, Surat, Dokumen,

dan Barang Kiriman Tertentu sebagaimana

dimaksud pada ayat (6) dimasukkan dalam sub pos
tersendiri untuk setiap pos yang terdapat dalam

Pemberitahuan Pabean BC 1.1.

Atas permohonan perbaikan Pemberitahuan Pabean

BC 1.1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sistem

komputer pelayanan atau Pejabat Bea dan Cukai

yang menangani administrasi manifes melakukan
perubahan pos yang terdapat dalam Pemberitahuan

Pabean BC 1.1.
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Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, di antara

ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni

ayat (1a), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

(1)

(1a)

(2)

Pasal 13
Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk
dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00
(tujuh puluh lima United States Dollar).
Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), diberikan untuk:
a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
b. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu
1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas
keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi
FOB USD75.00 (tujuh puluh lima United States
Dollar).
Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi
batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) atau ayat (la), bea masuk dan pajak dalam
rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean

Barang Kiriman tersebut.

Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 14
Barang Kiriman berupa barang kena cukai dapat
diberikan  pembebasan bea  masuk, cukai,
dan/atau pajak dalam rangka impor untuk setiap
Penerima Barang per kiriman dengan jumlah paling
banyak:
a. 40 (empat puluh) batang sigaret, 10 (sepuluh)
batang cerutu, 40 (empat puluh) gram
tembakau iris/hasil tembakau lainnya, atau 40

(empat  puluh) mililiter hasil tembakau
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